
SALi NAN 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 12) TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a bahwa untuk menjamin keseragaman dan mempelancar 
pclaksanaan penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban 
dan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur Petunjuk 
Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Calon Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Ncgeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 1] Tahun 2017 tentang 
Manajcmen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2L 
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 

10. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2018 Nomor 76); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN 
BARAT 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mcngatur wewenang 
pcngangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dacrah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Provinsi. 

6. Unit Pelaksanan Teknis Kerja yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan tcknis penunjang tertentu. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pegawai Negeri 
Sipil Pusat dan/atau daerah lainnya dengan status Dipekerjakan/ 
Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

8. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 
menaati kewajiban dan menghadiri larangan yang ditentukan dalam 
peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila 
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

9. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang 
tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin 
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena 
melanggar peraturan disiplin PNS. 

11. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang 
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa 
keberatan atau banding administratif. 

12. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang 
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

13. Banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh 
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini bertujuan scbagai pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan penyelesaian pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

BAB IL 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 
Kewajiban 

Pasal 3 

Setiap PNS Wajib : 
a. mengucapkan sumpah/janji PNS; 
b. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
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c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Pemerintah; 

d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
f. menjunjung tinggi kchormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 
g mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, 

dan/atau golongan; 
h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan; 
i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

negara; 
j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang 

dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di 
bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
I. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik- 

baiknya; 
n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 
q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Bagian Kedua 
Larangan 

Pasal 4 

Setiap PNS dilarang : 
a. menyalahgunakan wewenang; 
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang 

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing; 
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan 

barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 
berharga milik negara secara tidak sah; 

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 
atau tidak langsung merugikan negara; 

g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 
sccara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalam jabatan; 

h. mencrima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 
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m. 

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mens"gg'_aau mempersuii sath sat iii an« ia)ya %sin,l,' 
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

• menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 
l. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 
33. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 
+. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: 
I. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu scbelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat; 

n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau 
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat 
dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan 
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 
dengan cara: 
l. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 

Daerah/Wakil Kcpala Daerah; 
2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye; 
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat. 

j. 

BAB Ill 
HUKUMAN DISIPLIN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 5 

Setiap PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
dan Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. 
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(3) 

I· I I 

Hain Kedu 
Tilt dan Jeni Hultman Dinplin 

Pal 6 
Tilt hula dilplin terdiri dart; 
, hkman diiplin rinun; 

b. hulumn ditplin nedang; dan 
c. human diniplin bcrat, 
"hukuman diiplin rinpn ncbapuimana dimakuud pada ayat (1) huruf a 
ters r dart; 
, tepran linn, 
b, teguran tertulis; dnan 
c. pernyatnan tidak puns sccnra tertuli, 
Jeni hukuman disiplin sedang, scbagnimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
b terdiri dnri; 
a. penundann kcnnikan aji berkala sclama I (satu) tahun; 
b. penundann kennikn panpkat sclama I (atu) tahun; dan 
c. penurunnn pangkat actingkat lebih rendah selama I (satu) tahun. 
enis hukuman diniplin berat cbagaimana dimaksud pada ayat (l] huruf c 
tcrdiri dari: 
a, penurunnn pnngknt sctingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 
c. pembcbasan dari jabntan; 
d. pembcrhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri scbagai 

PNS; dan 
e. pemberhentian tidak dengan hormat scbagai PNS. 

BAB IV 
TATA CARA PEMANGGILAN dan PEMERIKSAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 7 

(I) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa 
Icbih dahul PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 

(2) Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pcjabat 
lain yang ditunjuk dapat membcntuk Tim Pemeriksa. 

(3) Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang 
bcrsangkutan benar atau tidak melakukan pclanggaran disiplin, dan untuk 
mcngetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang 
bcrsangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui 
dampak atau akibat dari pclanggaran disiplin tersebut. 

(4) Pemeriksaan terhadnap PNS yang mclanggar disiplin harus dilakukan dengan 
teliti dan obyektif, schingga pcjabat yang berwenang menghukum dapat 
mcmpertimbangkan dengan scksama tentang jenis hukuman disiplin yang 
akan dijatuhkan kcpada PNS yang bersangkutan. 



7 

Bagian Kedua 
Pemanggilan 

Pasat 8 
(I) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis 

untuk diperiksa olch atnsan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan 
dibuat menurut contoh scbagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja scbelum tanggal 
pemeriksaan. 

(3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang 
scharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan 
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
scharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 

(4) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama 
dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang dipcrlukan untuk 
menyampaikan dan diterimanya surat panggilan. 

(5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat 
pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat 
yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 
alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 

Contoh: 
Sdr. Ariel Syahroni, S.Kom., jabatan fungsional Pranata Komputer Pertama, 
pangkat Penata Muda golongan ruang I/ b, diduga melakukan pelanggaran 
disiplin. Untuk mengetahui atau membuktikan pclanggaran yang diduga 
dilakukan, Sdr. Ariel Syahroni dipanggil oleh atasan langsungnya secara 
tertulis pada tanggal 6 Oktober 2010 untuk hadir dalam pemeriksaan pada 
tanggal 14 Oktober 2010, tetapi Sdr. Ariel Syahroni tidak hadir pada tanggal 
14 Oktober 2010, maka pada tanggal 14 Oktober 2010 atasan langsungnya 
melakukan pemanggilan kedua sccara tertulis kepada Sdr. Ariel Syahroni 
untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2010. 

Apabila pada tanggal 22 Oktober 2010 pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. 
Ariel Syahroni tidak juga hadir, maka pcjabat yang berwenang menghukum 
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang 
ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 

Baginn Ketiga 
pemcriksnan 

Pasal 9 
(I) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan Iangsung atau Tim Pemeriksa 

mcmpclajari Iebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan- 
bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 

(2) Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara 
tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan 
pcmcriksa. 
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kewenangan untuk 
terscbut merupakan 

pemeriksaan, ternyata 
disiplin kepada PNS 

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang kewenangan 
penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Presiden dan PNS yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin yang pemeriksaannya menjadi 
kewenangan PPK atau Gubernur sebagai atasan langsungnya, 
pemeriksaannya dilakukan oleh PPK atau Gubernur yang bersangkutan. 
Untuk mempercepat pemeriksaan, PPK atau Gubernur dapat 
memerintahkan pcjabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pcjabat yang diperintahkan 
untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku 
jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Surat perintah untuk 
melakukan pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(4) PNS yang diperiksa karena diduga mclakukan pelanggaran disiplin, wajib 
menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya. 

(5) Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang 
bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan 
kepadanya. 

(6) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara 
pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemnur ini. 

(7) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak 
menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 
bukti-bukti yang ada. 

(8) Apabila menurut hasil 
menjatuhkan hukuman 
kewenangan: 
a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung terscbut 

wajib menjatuhkan hukuman disiplin; 
b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan 

secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan 
penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh scbagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

Contoh : Sdr. Abdul Durahman, pangkat Pengatur golongan ruang I/c 
fungsional umum, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin. 
Setelah diperiksa oleh atasannya Kcpala Seksi (eselon IV.a), 
ternyata hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat sedang. 

Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan hukuman 
disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Kepala Bidang (eselon Ill.a) 
atau pcjabat yang lebih tinggi, maka Kepala Seksi tersebut membuat laporan 
hasil pemeriksaan kepada Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi 
disertai dengan berita acara pemeriksaannya. 
Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi, sebelum menjatuhkan 
hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, dapat meminta 
keterangan dari orang lain. 
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Apabila terdapat pclanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang 
dan berat maka PPK atau pcjabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim 
Pemeriksa yang terdiri dari atasnan langsung, unsur pengawasan, dan unsur 
kcpegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(10) Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam 
pclanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah 
atasan yang lcbih tinggi secara berjenjang. 

(II) Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari: 
a. I (satu) orang Ketua merangkap anggota; 
b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 
c. paling kurang I (satu) orang anggota. 
Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau 
memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. 

(12) Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses 
pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan scorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat menurut 
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
Contoh : Sdr. Jayusman, pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a, diduga 
telah melakukan pelanggaran disiplin, yang ancaman hukumannya berupa 
hukuman disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK dapat membentuk Tim 
Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, Inspcktorat, BKD, atau 
pejabat lain yang ditunjuk. 

(13) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan 
dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, 
tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta 
keterangan dari orang lain. 

(14) Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin 
tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan 
langsungnya scjak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan 
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan 
sementara dari tugas jabatannya, dibuat menurut contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(15) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, 
maka sclama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas 
jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH)J. 

(16) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja 
dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Contoh : Sdr. Dedy Putra, S.E., pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang 
III/b, Jabatan Kepala Seksi (eselon IV.a). Yang bersangkutan diduga telah 
melakukan pelanggaran disiplin dan ancaman hukumannya berupa 
hukuman disiplin berat. 
Dalam hal demikian, untuk memperlancar pemeriksaan, atasan 
langsungnya yaitu pcjabat struktural eselon Ill.a dapat membebaskan 

------ 



I I 7) 

(18) 

(19) 

(20) 

ID 

sementara Sdr. Dedy Putra, S.E. da 
scejak yang bersangkutan at. ~ an tugas jabatan scbagai Kepala Seksi 
h ipcn sa sampai dengan diteta k ukuman disiplin. Selama dibebaska ntetapkannya keputusan 
Kepala Scksi, yang bcrsangkuta an ��mcntara dan tugas Jabatan sebagai 
penghasilan serta tunjangan ju,,_"""" tetap masuk kerja dan meneriia 
Apabila atasan langsung da' PNS t 

disiplin tidak ada it arr yang diduga mclakukan pelanggaran 
sementara das ,aaupun terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan 

an tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang Icbih tinggi atau secara berjenjang. ; 
B crta acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau 
Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara 
pemeriksaan itu yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai 
dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa 
dan pemeriksa wajib memperbaikinya. 
Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara 
pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani 
oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara 
pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani 
berita acara pemeriksaan. Walaupun PNS yang diperiksa tidak bersedia 
untuk menandatangani berita acara pemeriksaan terscbut, tetap dijadikan 
sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin, 
PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara 
pemeriksaan. 

BABV 
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 10 
(1) Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan 

untuk: 
a. Memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 

agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak 
mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang; dan 

b. Tindakan preventif agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran 
disiplin. 

Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan menjatuhkan 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempelajari 
dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor- 
faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan 
pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. 
Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor- 
faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran 
disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan 
berbeda. 
PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi 
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. 

(4) 

(3) 

(2) 



(5) 

(6) 

(7) 

II 
Tingkat dan jenis hukur ~_.., 

b . . man disiplin di crjenjang. yang lijatuhkan tidak harus secara 
Apabila tidak terdapat s+a .b pejaat yang berw Jabatan yang lowong karena +ab enang menghukum misalnya 
pcjabat untuk jabatan ter 

pc�a atnya bcrhalangan tetap, bclum diangkat 
organisasi, maka kew, SSebut, atau tidak terdapat dalam struktur 
k nangan mcnJatuhkan h k .. ewenangan pejabat yang lebih u, ukuman disiplin menjadi 
D: get tinggi alam hal PNS yang di· :kea 

ak .. 1pc crJa an atau diperb e ct· . an dijatuhi hukumat dies»j; antukan Ii lingkungannya 
P. · n 151P m yang bukan en· ct· k mpinan Instansi atau Ke te me Jadi ewenangannya 

u .epala Perwakilan tlka hukuman disiplin kepadz PP :. mengusul can penjatuhan 
pcmeriksaan. 1a instansi induknya disertai berita acara 
Penjatuhan hukuman disiplin yan ·+a; oleh PP e g menjadi wewenang Presiden diusulkan 

an tembusannya disampaikan kepada Badan Pert;e Kepegawaian dengan melampirkan: mmbangan 
a. berita acara pemeriksaan; 
b. bukti-bukti pelanggaran disiplin; dan 
c. bahan-bahan lain yang diperlukan. 

(I) 

(2) 

Bagian Kedua 
Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin 

Pasal 11 
Dalam menentukan jenis hukuman disiplin haruslah dipertimbangkan 
dengan seksama agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. 
Contoh: 
Scorang PNS telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara 
berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti 
melanggar Pasal 3 angka 13 yang pclanggarannya berdampak negatif pada 
instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh pejabat yang berwenang 
menghukum dapat dijatuhkan hukuman disiplin sedang. Dengan demikian, 
berdasarkan hasil pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum 
maka: 
a. apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan perbuatan 

tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang 
mendesak, maka pcjabat yang berwenang menghukum menjatuhkan 
hukuman disiplin tingkat scdang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selama l (satu) tahun. 

b. apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari 
keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan 
hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat 
selama I (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama I (satu) tahun. 

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa 
pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi I (satu) jenis 
hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua 
pelanggaran disiplin yang dilakukan. 
Contoh: 
Sdr. Drs. Sugihjaya, Penata Muda Tingkat I golongan ruang I/b, jabatan 
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Kepala Subbagian (csclon IV.a). Yang bcrsangkutan tidak masuk kerja tanpa 
keterangan yang sah selama 8 (delapan) hari kerja yang menurut ketentuan 
PP Nomor 53 Tahun 2010 harus dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran 
tertulis. Setelah dilakukan pemeriksnan olch atasan langsungnya ternyata di 
samping tidak masuk kcrja, juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin 
berupa melakukan perccraian dengan istri tanpa izin dari pcjabat yang 
berwenang yang mcnurut ketcntuan PP Nomor 10 Tahun 1983 j0 PP Nomor 
45 Tahun 1990 harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. 
Dalam hal demikian, PNS tersebut dijatuhi salah satu jcnis hukuman 
disiplin tingkat berat dengan tetap mempertimbangkan tidak masuk 
kerjanya. 

(3) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan 
pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman 
disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah 
dijatuhkan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin 
tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang 
berbcda. 
Contoh: 
Sdri. Susiana, S.H., golongan ruang I/b pada tahun 2009 melakukan 
pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang 
dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab 
yang berdampak negatif terhadap unit kerja. Yang bersangkutan telah 
dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis. 
Kemudian pada tahun 2010 yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang 
sama. Dalam hal demikian, Sdri. Susiana, S.H., harus dijatuhi hukuman 
disiplin yang lebih berat yaitu berupa pernyataan tidak puas secara tertulis 
oleh pcjabat yang berwenang menghukum. 

Bagian Ketiga 
Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Pasal 12 
Urutan penjatuhan hukuman disiplin : 
a. Teguran Lisan 

I) Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan ditetapkan dengan 
keputusan pcjabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa tcguran lisan, harus 
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 

b. Teguran Tertulis 
I) Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis ditetapkan dengan 

keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

2) Dalam keputusan hukuman teguran tertulis, harus discbutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

e. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
I) Jenis hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis 

ditetapkan dengan keputusan pcjabat yang berwenang menghukum, 



\J 

dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas 
secara tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan 
oleh PNS yang bersangkutan. 

d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala sclama I (satu) tahun 
I) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 

I (satu) tahun, ditctapkan dengan kcputusan pejabat yang berwenang 
menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tecantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala 
ditetapkan untuk selama (satu) tahun. 

3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selama I (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk kenaikan 
gaji berkala berikutnya. 
Contoh I: 
Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang 
IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon III.a). Pada tanggal I Juli 2010 yang 
bersangkutan baru memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB) dengan 
masa kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar 
Rp.2.667.900,00. 
Terhitung mulai tanggal 1 September 2010 dijatuhi hukuman disiplin 
tingkat sedang berupa penundaan KGB selama I (satu) tahun.Dalam hal 
demikian, maka KGB yang seharusnya diberikan mulai I Juli 2012, baru 
dapat dipertimbangkan terhitung mulai 1 Juli 2013. 
Yang bersangkutan dari bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013, 
masih menerima gaji pokok lama. 
Contoh 2: 
Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang 
IV/b, Kepala Bagian Umum (esclon III.a). Scharusnya pada tanggal 1 
November 2010 akan mendapatkan kenaikan gaji berkala dengan masa 
kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.667.900,00. 
Terhitung mulai tanggal I Oktober 2010, dijatuhi hukuman disiplin 
tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) 
tahun. 
Dalam hal demikian, yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan 
kenaikan gaji berkala berikutnya terhitung mulai tanggal I November 
2011. 
Yang bersangkutan dari bulan November 2010 sampai dengan Oktober 
2011, masih menerima gaji pokok lama. 

e. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun 
) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan 

dengan keputusan pcjabat yang berwenang menghukum, dibuat 
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat, 
ditetapkan berlaku untuk selama I (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 
kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan. 

3) Masa kerja sclama penundaan kenaikan pangkat, tidak dihitung untuk 
masa kerja kenaikan pangkat berikutnya. 
Contoh: 
Sdr. Drs. Badrun, jabatan fungsional umum, pangkat Penata Muda, 
golongan ruang I/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2007.Pada tangga! 
12 Nopember 2010, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin 
berupa penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk kenaikan pangkat 
regulernya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b 
scharusnya dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal I April 2011, 
karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan 
kenaikan pangkat sclama I (satu) tahun, maka kenaikan pangkat 
menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b baru dapat 
dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2012 dan kenaikan 
pangkat berikutnya menjadi Penata golongan ruang II/c baru dapat 
dipertimbangkan untuk pcriode 1 April 2016. 

4) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan 
pangkat, harus discbutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan olch PNS 
yang bersangkutan. 

f. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Sclama I (satu) tahun 
I) Jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah selama I (satu) tahun ditetapkan dengan keputusan pcjabat yang 
berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum 
do.lam Larnpiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 
I (satu) tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan 
oleh PNS yang bersangkutan. 

3) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka 
pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada 
pangkat yang semula. 

4) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat 
sctingkat lebih rendah selama I (satu) tahun tidak dihitung scbagai masa 
kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat 
dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat I (satu) 
tahun setelah kembali pada pangkat semula. 
Contoh 1: 
Sdr. Andri Subono, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat golongan ruan 
II/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dengan masa kerja 4 tahu 
bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi 
h�kuman disiplin berupa penurunan pangkat setingknt lebih rendah 
selama 1 (satu) tahun TMT 10 September 2010 sat ·· d 
September 2011. Dalam hal demikian maca. mpa tengan tanggal 9 
a) TMT 1 Oktober 2010 Sdr. Andri gut 

Penata , " ubono, S.E., pangkatnya turun dari 
a Muda Tingkat I golongan ruang I/b menjadi Penata Muda 
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golongan ruang Ill/a dcngan gaji pokoknya turun dari 
Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830. 100,00. 

b) TMT I Oktober 2011, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda 
Tingkat I golongan ruang 111/b dan gaji pokoknya kembali menjadi 
Rp.1.907.500,00. 

c) TMT I April 2015 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan 
dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata 
golongan ruang Ill/c apabila scsuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

Contoh 2: 
Sdr. Sulaeman, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang 
111/b tcrhitung mulai tanggal I Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9 bulan 
dengan gaji pokok Rp.1,907.500,00. yang bersangkutan dijatuhi 
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lcbih rendah 
selama 1 (satu) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus 
2011. Dalam hal demikian maka: 
a) TMT 1 September 2010 pangkat Sdr. Sulaeman, S.E., turun dari 

Penata Muda Tingkat I golongan ruang Ill/b menjadi Penata Muda 
golongan ruang 111/a dengan gaji pokok turun dari Rp.1.907.500,00 
menjadi Rp.1.830.100,00. 

b) TMT I September 2011, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda 
Tingkat I golongan ruang 111/b dan gaji pokoknya kembali menjadi 
Rp.1.907.500,00. 

c) TMT 1 Oktober 2012 kenaikan pangkatnya baru dapat 
dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang lll/b 
menjadi Penata golongan ruang I/c apabila sesuai dengan peraturan 
perundang­undangan. 

g. Penurunan Pangkat Setingkat Iebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun. 
I) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah selama 3 (tiga) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang 
berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat ditetapkan 
setingkat Iebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun. 

3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat 
setingkat Iebih rendah berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun harus 
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 

4) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat Iebih 
rendah selama 3 (tiga) tahun selesai, maka pangkat PNS yang 
bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula. 

5) Masa kerja sclama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat 
sctingkat Iebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dihitung sebagai masa 
kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat 
dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat I (satu) 
tahun setelah kembali pada pangkat semula. 
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Contoh 1: 
Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan 
ruang III/b terhitung mulai tanggal I April 2010 masa kerja 4 tahun 3 
bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi 
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat Iebih rendah 
selama 3 (tiga) tahun TMT 1O Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 
gustus 2013. Dalam hal demikian maka: 
a) TMT 1 September 2010 Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkatnya 

turun dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi 
Penata Muda golongan ruang I/a dengan gaji pokoknya turun dari 
Rp.1.907.500,00 menjadi Rp. l.830. lOO,OO. 

b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda 
Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji pokoknya kembali menjadi 
Rp.1.907.500,00. 

c) TMT 1 April 2017 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan 
dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata 
golongan ruang lll/c apabi\a memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan. 

Contoh 2: 
Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan 
ruang lll/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9 
bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi 
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama 3 (tiga) tahun TMT 1O Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus 
2013. Dalam hal demikian maka: 
a) TMT 1 September 2010 pangkat Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., turun 

dari pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IL/b menjadi 
Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokok turun dari 
Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,00. 

b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda 
Tingkat I golongan ruang Jll/b dan gaji pokoknya kembali mcnjadi 
Rp.l.907.500,00. 

e) TMT 1 Oktober 2014 kenaikan pangkatnya baru dapat 
dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang Ill/b 
menjadi Penata golongan ruang 111/c apabila memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan. 

h. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 
I) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 

dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang Iebih 
rendah dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan 
jabatan yang ditentukan. 

2) Jenis hukuman disiplin yang berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan keputusan 
pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin tersebut, harus disebutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 
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4) PPK harus segera menetapkan 
jabatan baru yang 

y_,"kceputusan tentang pengangkatan dalam 
elah ditcntuka 

persyaratan jabatan serte j, 
Gan scsuai dengan kompetcnsi dan 

5) Tunjangan jabate, 'la harus segera dilantik dan diambil sumpahnya 
an yang lan dih ·. " 

ditetapkannya ker ma dihcntikan mulai bulan berikutnya scjak 
putusan hukur di li b 

rangka penurunar ·aba man nsrplin erupa pcmindahan dalam 

6) PNS Jabatan setingkat lebih rendah. 
%et""th' hukarma ii»iin pemin«aha alam raska 

bera% 
"habatan setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan 

rlasar!:an jabatan bar didudki ru yang I u uiinya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

7) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan struktural setingkat Icbih rendah, baru dapat 
dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 
l (saru) tahun setclah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. 
Dalam waktu I (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk mcnilai 
apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk 
menduduki sesuatu jabatan lain. Pengangkatan kembali dalam jabatan 
satu tingkat lebih tinggi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

8) Penurunan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional 
tertentu 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat Iebih rendah, tetap 
menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya. 
PPK harus segera mcnetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam 

jabatan baru yang telah ditentukan.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu 

setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan 
baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum ditunmkan jabatannya, tetap 
dimiliki oleh PNS yang bersangkutan. 

pNS tersebut dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam jabatan 

semula paling singkat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan dijatuhi 

hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dengan 

menggunakan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan dari 

jabatannya. 
Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan 

yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan unt 

kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabaa 

yang semula. 
Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan 

diangkat kembali dalam jabatan scmula, baru dapat dipertimbangkan 

apabila paling singkat 1 (satu) tahun 
Contoh: . Md kat 
sar. Dan supardi, s.sos., jabatan Aaahis Kepegawaian ","" 

Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan angka kredit . 'a8 
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bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 
TMT 9 November 2010. Dalam hal demikian, maka: 
a) Sdr. Dian Supardi S.Sos., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang 

Ill/d jabatannya diturunkan dari Analis Kepegawaian Muda menjadi 
Analis Kepcgawalan Pertama dengan angka kredit tetap 300. 

b) Sdr. Dian Supardi S.Sos., diberikan tunjangan jabatan fungsional 
Analis Kepegawaian Pertama. 

c) Sdr. Dian Supardi S.Sos., dapat diangkat kembali ke jabatan Analis 
Kepegawaian Muda dengan ketentuan scbagai berikut: 
1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung scjak dijatuhi 

hukuman disiplin; 
2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman 

disiplin yaitu 300 angka kredit; dan 
3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

d) Selama menduduki jabatan Analis Kepegawaian Pertama, Sdr. Dian 
Supardi S.Sos., memperoleh angka kredit 50. 

e) Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Analis 
Kcpegawaian Muda, Sdr. Dian Supardi S.Sos.,memperoleh angka 
kredit 55. 

I) Dalam hal dcmikian, Sdr. Dian Supardi S.Sos., dapat 
dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Analis Kepegawaian 
Madya dengan angka kredit 405 yang berasal dari: 
1) angka kredit tcrakhir yaitu 300; 
2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan 

fungsional Analis Kepegawaian Pertama yaitu 50; 
3) angka kredit yang dipcrolch sctelah diangkat kembali dalam 

jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda yaitu 55. 
i. Pembebasan Dari Jabatan 

I) Jenis hukuman disiplin berupa pembcbasan dari jabatan ditetapkan 
dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut 
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubcmur ini. 

2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, 
harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 

3) Selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap 
menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan. 

j. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Scbagai PNS 
1) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri scbagai PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat 
yang berwenang menghukum, dibuat mcnurut contoh sebagairnana 
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

2) Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai PNS, harus disebutkan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan hak-hak kepegawaian 
scsua tengan peraturan perundang-undangan. 
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mbcbasan dari jabatan, 

4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pC' etelah PNS yang 
·' • sk I li dala suatu jabatan set . baru dapat diangkat kembali dalam st 4eh dibebaskan dari 

I. 
. 1 1 (. t ) tahun setcl 1 

bersangkutan paling singkat (sat) " , dah cukup untuk 
jabutannya. Dalam waktu 1 (satu) tahun, diangaP,"" 

~~~ea atau bclum 
menilai npakah yang bcrsangkutan sudah dapat 1pC'>' 

untuk menduduki scsuatu jabatan lain. 
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Scbagai PN> ~Aak dengan hormat 
1) Jenis hukuman disiplin bcrupa pemberhentia",""" 

~ng berwenang 
scbagai PNS ditetapkan dengan keputusan pe)" ~~antum dalam 

. ntoh scbagaimana 
menghukum, dibunt mcnurut con thkan dari Peraturan 

I b ian tidak tcrp1sa 
Lampiran XVII yang mcrupakan 08 
Gubernur ini. ,_e,, mberhentian tidak dengan hormat 

2) Dalam keputusnn hukuman disiplin pc ;eiolin g dilakukan oleh 
scbagai PNS harus disebutkan pelanggaran lisiplin Ya 
PNS yang bersangkutan. .:, idak dengan hormat 

3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidal 36 

sebagai PNS, tidak diberikan hak pens1un. 

Bagian Keempat 
Penyampaian Hukuman Disiplin 

Pasal 13 

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat 

yang berwenang menghukum. .:. r 

(2) Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan 
sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum. 

(3) PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima 

keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup 
oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, 
kepada PNS yang bcrsangkutan serta tembusannya disampaikan kepada 
pejabat instansi terkait. 

(5) Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya 
diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan 
serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait 
dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang 
bersangkutan. 

(6) Apabila tempat kedudukan pcjabat yang berwenang menghukum dan tempat 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang 
berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan 
keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat 
datau 1_Jabatnnnya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman 
s1pun. 

(7) Penyapaia keputusan hukuman disiplin dilakeukan paling lambat 14 
empat elas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. 
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(8) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat 

penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin 
dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui 
dan tercatat di instansinya. 

(9) Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan 
kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instans 
lnduknya. 

BAB VI 
HUKUMAN DISIPLIN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF 

Pasal 14 
Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratifyaitu: 
a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden. 
b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis hukuman disiplin: 

1. teguran lisan; 
2. teguran tcrtulis; 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis; 
4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 {satu) tahun; 
5. penundaan kenaikan pangkat selarna 1 (satu} tahun; 
6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 
7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

dan 
9. pembebasan dari jabatan. 

c. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah, 
berupa jenis hukuman disiplin berat, yaitu: 
1. pemindahan dalarn rangka penurunan jabatan setingkat Iebih rendah; 

dan 
2. pembebasan dari jabatan. 

d. Hukuman d.isiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang 
menghukum, berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

BAB Vil 
HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF 

H v..re. Pasal 15 
ukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif yaitu: 

a. Hukuma di · Li 
3. in 11srphn yang dapat diajukan keberatan adalah yang dijatuhkan 

oleh Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah. untuk 
jenis hukuman disiplin sedang berupa: 
�· penundaan kena�kan gaji berkala selama I (satu) tahun; dan 
[,,""Hndaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 

b. lukuman disiplin yang dapat dila + 

dijatuhkan oleh PPK d% haukan banding administratif adalah yang 
an Gubernur sebe · kil hukuman di"·li be aga1 waka pemerintah untuk jenis Is1pun erat berupa: 
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I. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 
PNS; 

2. Pemberhentian tidak dengan hormat scbagai PNS. 

BAB VIII 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA ATASAN PEJABAT YANG 

BERWENANG MENGHUKUM 
Pasal 16 

(!) Kebcratan diajukan sccara tcrtulis kepada atasan pejabat yang berwenang 
menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang mcnghukum dan pejabat yang 
membidangi kepcgawaian pada satuan unit kerja. 

(2) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima 
keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat 
belas) hari kalender tidak dapat diterima. 

(3) Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan surat 
keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya, 
harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang 

bersangkutan. 
(4) Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang 

berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung 
mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. 

(5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan 
atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, dalam jangka 
waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 
atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan. 

(6) Apabila daJam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang 
menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, maka 
atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan 
berdasarkan data yang ada. 

(7) Agar lebih obyektif dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman 
disiplin, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil 
dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang bcrwenang menghukum, 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap 
perlu. 

(8) Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan 
berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang 
menghukum dapat rnemperkuat, memperingan, memperberat, atau 
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum. 

(9) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin 
ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, 
!buat menuru� co�toh seb�gaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang 

erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
:eputusan_ tersebut bersifat final dan mengikat. Yang dimaksud dengan final 
"mengikat adalah terhadap keputusan peringanan, pemberatan, atau 

pembatalan huku di·l : ' 
rt»..1.. Iman Asplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib 

(10) 



22 

(l l) Apabila dalam waktu lebih dari 21 {dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat 
yang berwcnang mcnghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan 
tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang mcnghukum batal demi 
hukum. 

(12) Keputusan pcjabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum 
diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit 
kcrja paling rendah pcjabat struktural eselon IV dan ditujukan kepada PNS 
yang dijatuhi hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(13) Tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada: 
a. atasan pcjabat yang berwenang menghukum; 
b. pejabat yang berwenang menghukum; dan 
c. pejabat lain yang terkait. 

(14) Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat yang membidangi 
kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang 
menghukum ten tang keberatan atas hukuman disiplin. 

(15) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil 
keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua 
puluh satu) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan 
perundang-undangan setelah dilakukan pemeriksaan. 

BAB IX 
BANDING ADMINISTRATIF KEPADA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN 

Pasal 17 
(I) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan 

Gubernur berupa pemberhentian dengan honnat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 
dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian. 

(2) PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap 
dibayarkan sepanjang PNS yang bersangkutan tetap masuk kerja dan 
melaksanakan tugas. 

(3) Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS yang 
bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian, yang dibuat mcnurut contoh sebagaimana tecantum dalam 
Larnpiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(4) Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan 
rnelaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan 
dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja, 
yang ditetapkan dengan keputusan dibuat menurut contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(5) PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di 
lingkungannya untuk menetapkan keputusan dapat atau tidaknya PNS 
tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas. 

(6) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja 
dan melaksanakan tugas, apabila melakukan pelanggaran terhadap 
kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan hukuman disiplin, maka PPK 
membatalkan keputusan tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas 



(7) 

(8) 
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b . agi PNS yang sedang mclakukan banding administratif ke Badan 
Pertimbangan Kepegawaian, kemudian diikuti dcngan penghentian 
pembayaran gaji. 
Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya dihentikan 
terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan 
hukuman disiplin diterima. 
PNS yang mengajukan banding administratif kcpada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan 
pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai 
kekuatan hukurn tetap. 

BAB X 
BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN 

MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN 
Bagian Kesatu 

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin 
Pasal 18 

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: 
a. Presiden; 
b. PPK, untuk jenis hukuman disiplin berupa : 

1. teguran Iisan; 
2. teguran tertulis; 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis; 
4. penundaan kenaikan gaji berkala selama l (satu) tahun; 
5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 
6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 
7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; dan 
9. pembebasan darijabatan. 

c. Gubemur selaku wakil pemerintah, untuk jenis hukuman disiplin 
berupa: 
1. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; dan 
2. pembebasan dari jabatan. 

d. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin 
berupa: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pemyataan tidak puas secara tertulis. 
mulai beriaku sejak tanggal keputusan ditetapkan. 

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : 
a. Pejabat struktural eselon I sampai dengan eselon IV atau pejabat yang 

setara berupa : 
I. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, 
2. _ penundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun; dan 

b. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK atau pejabat 
struktural eselon I yang bukan PPK berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah selama 1 (satu) tahun, 
mulai berlaku pada : 
1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima 



(3) 

(4) 

2 

apabila tidak diajukan kcberatan; dan 
2. tanggal ditctapkan keputusan atas kcberatan, apabila diajukan 

keberatan. 
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil 
pemerintah berupa: 
a. pemberhentian dengan hormat tidak atas perrnintaan sendiri sebagai 

PNS; dan 
b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada : 

• hari ke 15 (lima bclas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima 
apabila tidak diajukan banding administratif; dan 

2. tanggal ditetapkan keputusan atas banding administratif, apabila 
diajukan banding adrninistratif. 

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu 
penyampaian 

keputusan hukuman 
disiplin, 

maka berlaku 

pada 

hari ke 15 

(lima betas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan 
hukuman disiplin. 

Bagian Kedua 
Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin 

Pasal 19 
Kewajiban menjalani hukuman disiplin dapat terhapus apabila : 
(I) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat 

sedang menjalani hukuman disiplin: 
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama l (satu) tahun; 
b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun; 
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan 
d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. 
dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan 
dengan hormat sebagai PNS. 

(2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif 
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 

(3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas 
keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan 
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 

(4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai 
batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat scbagai PNS. 

(5) Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin 
berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka keputusan 
pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi 
keputusan pemberhentian dengan hormat. 

Bagian Ketiga 
Hak-Hak Kepegawaian 

Pasal 20 
(I) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, 

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak 
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas 
keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan 
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak 



(3) 

(4) 
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cpegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan. 
PNS yang sedang mcngajukan banding administratif dan telah mencapai 
batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat scbagai PNS dan diberikan hak-hak 
kepegawaiannya bcrdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan. 
PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas 
banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan 
ditetapkannya keputusan banding administratif. 

BAB XI 
PENDOKUMENTASIAN HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 2 I 

kepegawaian wajib 
disiplin PNS di 

pengelola 
hukuman 

(I) Untuk tcrtib administrasi, pejabat 
mendokumentasikan setiap keputusan 
Iingkungannya. 

(2) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu 
hukuman disiplin PNS, dibuat rncnurut contoh scbagaimana tercantum 
dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

(3) Apabila scorang PNS pindah instansi, maka kartu hukuman disiplin PNS 
dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. 

(4) Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan 
penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. 

BAB XII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 

(I) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa 
pemindahan dalam rangka penunman jabatan setingkat Iebih rendah, 
terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya. 

(2) PNS yang sedang mcngajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan 
pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya 
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(3) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan 
pelanggaran disiplin atau scdang mcngajukan upaya administratif, tidak 
dapat disetujui untuk pindah instansi. 

(4) PNS yang sedang dalam proses pemcriksaan karena diduga melakukan 
pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya. 

(5) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan 
kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya. 

(6) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin. 
(7) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan 

scbagai bahan untuk mclakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara 
pcmcriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 

(8) Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan, dan bahan lain 
yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. 
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69) Calon PNS yang dijatuhi hukuman isipin tingkat sedang atau berat, ]""akan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menj~di PNS dan 
it rhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

dibcrhentikan tidak dcngan hormat scbagai Cnlon PNS. 
(10) Apabila PNS mnsih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban 

masuk kcrja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan 
pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kcpada yang bcrsangkutan dijatuhi 
hukuman yang Icbih bcrat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap 
selcsai dan berlanjut dcngan hukuman disiplin yang baru ditctapkan. 

(ll) Dalam hal PNS yang scbclumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan 
pangkat setingkat lcbih rendah selama I (satu) tahun dan baru menjalani 
sebagian dari masa hukuman, apabila yang bcrsangkutan kemudian dijatuhi 
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 
3(tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman 
selama 3 (tiga) tahun ke depan. 

(12) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam 
kerja dihitung sccara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu 
mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang 
bersangkutan, 

(13) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 
dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja 
dan mcnaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau 
lebih didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari PPK. 

BAB XIV 
PENUTUP 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 13 Desher 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJI 
Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 19 Denver 2019 
SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 219 NOMOR 125 



Contoh Surat Panggilan 

LAMPIRAN L PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 123 T+J1 2919 
TANGGAL : 19 2¢er!e 201¢ 

RAHASIA 
SURAT PANGGILAN I/I) 

tlOMOR : .. 

1. Bersama in! diminta dengan hormat kehadiran saudara/l: 
Nanna 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

untuk menghadap kepada; 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
pada 
Harl 
Tanggal 
Jam 
Tempat 

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin •• ........................................................................................ 
2. Demikian untuk dllaksanakan 

Atasan langsung/Ketua Tim pemeriksa) 

4AMA.e±AAA±AAA±±±LALL±±±; 

Tembusan th: 

1. ···········-·-····-·-··-·-·········-· 
2. ······--··-·--····-·-··-·--············ ) Coret yang tidak perlu. 
") Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJL 



Contoh Surat Perintah 
Untuk Melakukan Pemeriksaan 

LIPIRA IL PERATURAN GUBERIUR 
KALIMAHTAIM BARAT 
NOMOR 123 PHU!I 21y 
TAGGAL : 13 2.ar 201 

RAHASIA 

SURAT PERINTAH UNTUK AMELAKUKAN PEMERIKSAAN 
0NO[R,a+oooooooooooooooowooooooo 

1, Dlperintahkan kepada : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja . 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap: 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

pada 
Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat ..... 
karena yang bersangkutan dlduga melanggar disiplin.........as.moo.........") 

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya. 

PpK/Gubernur .oaooo....") 

Nam a · . 
NIP:--- - . 

Tembusan Yth; 
1.. - . 
2 . 
) Coret yang tidak perlu 
") Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJI 



Contoh Berita Acara Pemeriksaan 

LAMPIRAN IL 

NOMOR 

TANGGAL 

123 TAIUN 219 

19 DE1, 219 

PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 

RAHASIA 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

Pada hari ini.......·s....., tanggal ......bulan..............tahun............ saya/Tim Pemeriksa: 

1. Nama 
NIP 

Pangkat 
Jabatan 

2. Nama 
NIP 

Pangkat 
Jabatan 

l. dst. 

........................................ , __ 

................ 

............. 

............................ . 
---- ,., . 

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ) ....sos·sos»sos.sos·......kami 
telah melakukan pemeriksaan terhadap : 

Nama 
NIP 

Pangkat 

Jabatan 
Unit Kerja 

_______ .. 

........................................................ _ 
Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal...... 
angka.........huruf.........., Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

1. Pertanyaan : 

1. Jawaban : 

················································ 



/ 
2. Pertanyaan: 

, , , .. ,, , . 
..... ' ,., '''' , ·················· . 

2. Jawaban: 
.............................................. 

, , .. ,,., .. , , . 

3. dst 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ini dibuat untuk dapat dlgunakan sebagalmana mestinya. 

' '' . 
Yang diperiksa : 

Nama 
NIP 
Tanda tangan 

) Coret yang tidak perlu 

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa): 

1. Nama 
NIP 
Tanda tangan 

2. Nama 

NIP 
Tanda tangan 

3, Nama 
NIP 
Tanda Tangan 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJL 



f , 

/ 
/ LMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR 

KALIMANTAN BARAT 
NOMOR : 125 214,1 2213 
TANGGAL : 1) 235212 221 

Contoh Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Kepada 
Yth. 

di 

RAHASIA 

Dengan inl dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari 
.......tanggal......... bulan........ tahun , saya/Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan 
terhad3p: 

lama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Ker]a 

............. 

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin 
kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenanngan ...mm......."), Sehubungan 
dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan 
untuk digunakan sebagal bahan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. 

Demikian disampalkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Yang Melaporkan (Atasan Langsung) 

Tembusan, Yth: 
1. ••--M•--M--HO •· 
2. dan seterusnya. 
) Coret yang tidak perlu. 
) silah sesual dengan pejabat yang berwenang menghukum 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 
SUTARMID.JI 



\ 

LAMPIRANV PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 123 TAHU1 2019 
TANGGAL : 19 1E9EH.3 2919 

Conteh Pembentukan Tim Pemeriksa 

RAHASIA 

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA 

NOMOR: . 

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP . 
pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan. 

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka 
perlu dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari : 
a. atasan langsung 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

b. unsur pengawasan 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

c. unsur kepegawaian 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

d. pejabat yang ditunjuk 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya 

............ 
PPK/Pejabat yang ditunjuk") 

NAMA . 
NIP . 

Tembusan Yth: 
1 . 
2 . 
) Coret yang tidak perlu. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJI 



/ 
L.JPIRAI VI PEA'TUAI! GUEEPIIUR 

KALIJAITAIM 2A9AT 
IOIOR 123 2L531 21 
TAIIGGAL 19 2CJ..21.21 

Contoh Keputusan Pembebasan Sementara dari Tupa Jabatan 

RAH4SI% 

KEPUTU/// ~......,·so,ooo6so,so,a.oo.............") 

I IOMOR , .. 

DEIIGAI RAHIAT TUHAIIYAAIG IIAHA ES4, 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

1. Laporan dari ............ tanggal .•••.•••.. tentang pelangg2ran disiplin yang 
dilakukan oleh Sdr. ........., IP. ............. Pangat ..........' 

bahvwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ................, atas dugaan 
pelanggaran disiplin terhadap Pasal ••.. angka •...• huruf ...... yang ancaman 
hukumannya berupa hukuman disiplin berat, perlu menetap'an eputuan 
tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya; 

1. Undang-Undang {omor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil legara 
(Lembaran legara Republik Indonesia Tahun 2011 1lomor 82, Tambahan 
Lembaran legara Republik Indonesia lomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah lomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegazwai 
Negeri Sipil (Lembaran legara Republik Indonesia Tahun 2010 lomor 74, 
Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia lomor 5135); 

3, Peraturan Pemerintah lomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegavwai 
Negeri Sipil (Lembaran legara Republik Indonesia Tahun 2017 1l0mor 63, 
Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia llomor 6037); 

4, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian legara lomor 21 Tahun 2010 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerlntah Hornor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegaai legeri Sipil; 

MEMUTUSKA1L 

Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

terhitung mulai tanggal ......... sampai ditetapkannya keputusan hukuman 
disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang 
melanggar ketentuan Pasal •.... angka ....• huruf ...... Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010. 



KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana 
tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr tersebut tetap 
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesual dengan peraturan perundang- 
undangan. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di .. 
pada tanggal .. 

Atasan langsung 
.................................................... ·) 

NAMA . 
NIP .. 

Diterima tanggal . 

NAMA . 
NIP . 

Tembusan Yth: 
1 , 
2. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

.GUBERNUR-KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJI 



LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR 
KALIMA NT AN BARAT 
NOMOR 123 TAHUN 2019 
TANGGAL 19 D2SEMBER 2019 

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 

NOMOR . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

................................................• ) 

Membaca 

Menimbang 

1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh Sdr NIP , pangkat ; 

2. 

. ..... , 
3. Hasil pemeriksaan tanggal ; 

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara telah 
melakukan perbuatan berupa ; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka 
........ huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

c. . , 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin 
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Teguran Lisan; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); · 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN : 

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, kepada : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

. ·················································· . .............................................. 

. ·················································· .............................................. 
. ·················································· 



KETIGA 

karena yang bersangkutan pada tanggal. •......•....•...•...... telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . ... .. angka • . . . . . huruf .••.•. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
NAMA •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NIP : . 

Tembusan Yth : 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJI 



LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARA T 
NOMOR 123 TAHUN 2919 
TANGGAL 19 23331 2013 

Conteh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 
NOMOR . 

Membaca 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
............................................................ ") 

1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr........................ NIP. . . .. . .. .. ., pangkat ; 

2. 
3. 

......................................................................................... 
Hasil pemeriksaan tanggal ; 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

a. bahwa menu rut hasil pemeriksaan tersebut, saudara .. 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

b. bahwa perbuatan terse but merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 
angka huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

c. . , 

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin 
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Teguran Tertulis; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, kepada : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

................................................... 

.............................................. 
......................................... 

. ·················································· 



KETIGA 

karena yang bersangkutan pada tanggal. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .. . .. . . . angka ...... huruf ...... 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal .. 

.............................................. ·) 

NAMA •..•...........•..•......•...........•••. 
NIP . 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 



KEDUA 
KETIGA 

karena yang bersangkutan pada tanggal. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . . . • . . angka . .• . . . huruf . 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
NAMA . 
NIP .........•.•...•......•.....•........•..... 

Tembusan Yth : 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
") Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 
SUTARMID.JI 



PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARA T 
NOMOR 123 TAUN 2019 
TANGGAL 19 DES&E 2019 

Conteh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 

RAHASIA 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR . 

DENGAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA, 
............................................................ *) 

LAMPIRAN IX 

Membaca 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr NIP , pangkat ; 

2. 
3. 

- . ........................................-.......................-........................ 
Hasil pemeriksaan tanggal ; 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

a. bahwa menu rut hasil pemeriksaan tersebut, saudara •........................ 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 
angka huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

C. • ....•....•.•........••.•••••.•••••.••.•••.•.•.•••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••• , 

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang 
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, 
kepada: 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



Conteh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 
NOMOR . 

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 
NOMOR : 123 2A53; 2219 
TANGGAL 13 Dk5<M3 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
............................................................ *) 

Membaca 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr NIP , pangkat ; 

. .......................................................................................... 
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . 
Pangkat tanggal. ; 

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara . 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

2. 
3. 

Menimbang 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal .. 
angka huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; 

C. . , 

Mengingat 

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang 
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 
1 (satu) Tahun, kepada : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

................................................... 

. ·················································· . ·················································· . ·················································· . ·················································· 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



LAMPIRAN XI PERATURAI GUBERIUR 
KALI/MATTAN BARAT 
NOOR 123 TAHUN 201 
TAINGGAL : 19 D::BER 219 

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 
NOMOR . 

DENGAN RAHIMAT TUHAI YANG MAHA ESA, 
............................................................ ·) 

.................................................................. 

......................................................................................... 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh .............•... NIP . 
Pangkat tanggal. ; 

bahwa menurut hasil pemeriksaan terse but, saudara . 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 
angka huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

Laporan dari tanggal ten tang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr NIP. .. ...., pangkat ; 

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang 
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

Mengingat 

Membaca 1. 

2. 
3. 

Menimbang a. 

b. 

C. 
d. 

e. 

Menetapkan 

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 
(satu) Tahun, kepada : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja ................................................. 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah 
Selama 1 (satu) Tahun 

RAHAS!A 

KEPUTUSAN •) 

NOMOR . 

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARA T 
NOMOR 123 Tahun 2019 
TANGGAL : 19 Desember 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

............................................................ *) 

. , 

................................................................................................. , 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . 
Pangkat tanggal. ; 

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara . 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 
angkKa ......... huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr NIP , pangkat ; 

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang 
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) 
Tahun; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

Mengingat 

Membaca 1. 

2. 

3. 

Menimbang a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Setingkat Lebih 

. ·················································· 

. ·················································· 

. ·················································· 

. ·················································· 

. ·················································· 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat 
Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada : 
Nama 
NIP 

Menetapkan 

KESATU 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



Conteh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah 
Selama 3 (tiga) Tahun 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 
NOMOR . 

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 
NOMOR ·123 Ta:un 213 
TANGGAL :19 Dasember 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
............................................................ ·) 

Membaca 

Menimbang 

1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr NIP , pangkat ; 

2. .. , 

3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . 
Pangkat tanggal. ; 

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara . 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 
angka huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

Mengingat 

C. .. , 

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang 
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) 
Tahun; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

................................................ 

. ·················································· 

. ·················································· 

. ·················································· 

Setingkat Lebih 

.............................................. 
: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat 

Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, kepada : 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menetapkan 

KESATU 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



LAMPIRAN XIV 

NOMOR 
TANGGAL 

: 123 Tahun 201 
: 19 Desezber 201 

Conteh Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka 
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 

RAHASIA 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR .......•................................................................•.•.......... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

............. ···················· .. ·········· *) 

PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARA T 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

l. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr NIP Pangkat ; 

2. ························································ , 
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . 

Pangkat tanggal. ; 

a. bahwa menu rut hasil pemeriksaan terse but, saudara . 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 
angka huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

c. . , 
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin 

yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang 
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan 
Jabatan Setingkat Lebih Rendah. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan 
Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada : 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

............................... 
............................. 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR 
KALIMA NT AN BARAT 

NOMOR :123 Tahun 2019 

TANGGAL :19 Desember 2019 

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 
NOMOR . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

............................................................ *) 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Sdr NIP Pangkat ; 

2. . , 
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP .. 

Pangkat tanggal. ; 

a. bahwa menu rut hasil pemeriksaan terse but, saudara . 
telah melakukan perbuatan berupa ; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ......... 
angka .... huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

c , 
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin 

yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang 
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan 
...................................... , kepada: 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Unit Kerja ································· 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat 
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS 

RAHASIA 

KEPUTUSAN ............................•..................................................................................... *) 
NOMOR . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
............................................................ *) 

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 
NOMOR : 123 'Tahun 2019 
TANGGAL • 19 Desember 2019 

Membaca 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh Sdr NIP Pangkat ; 

2 , 
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . 

Pangkat ....................... tanggal. ; 

Menimbang a. bahwa menurut hasil 
telah 

pemeriksaan 
melakukan 

tersebut, 
perbuatan 

saudara 
berupa 

{ ............................................ 
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 

angka huruf , Peraturan Pemerintah Noppor 53 Tahun 2010; 

c. . , 

Mengingat 

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin 
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang 
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas 
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

································· 

································· 

································· 

································· 

································· 

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak 
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menetapkan 

KESATU 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 123 Tahn 2019 
TANGGAL ; 19 Desember 2019 

LAMPIRAN XVII 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP .. 
Pangkat....................... tanggal. ; 

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara telah 
melakukan perbuatan berupa ....................................•............. ; 

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal . 
angka huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

. , 

..................................................................................................................................... , 

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin 
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang 
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai 
Pegawai Negeri Sipil; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

Membaca 1. 

2. 

3. 

Menimbang a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Mengingat 

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian 
Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 
NOMOR . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
............................................................ *) 

Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh Sdr NIP Pangkat ; 

MEMUTUSKAN 

.............................. 

Menetapkan 

KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 
Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 



KEDUA 

KETIGA 

karena yang bersangkutan pad a tanggal.. telah melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal . . . • . • •• angka . • . . . • huruf .....• 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ••.••..••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
NIP. • .•....•....•.....•.•.••..•...•........... 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Barat 

up. Sekretaris Daerah sebagai laporan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



LAMPIRAN XVIII 

TANGGAL 19 D321BR 2019 

PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 123 TUN 2019 

Contoh Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin 

Kepada 
Yth. 

di 
..................................... 

RAHASIA 

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada : 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

pada 
Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 

. ............................................-...................................... 

untuk menerima Keputusan Nomor tanggal . 
ten tang penjatuhan hukuman disiplin . 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. 

• : *) 

NAMA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
NIP . 

· Tembusan Yth: 
1 ...................................•....•................. 
2. Pejabat yang dianggap perlu 

) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

ttd 

suTAmMID 



LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANT AN BARA T 
NOMOR : 123 Tahun 2019 
TANGGAL : 19 Desember 201 

Contoh Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin I 
RAHASIA 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

..................................................... ·.· ..... *) 

Membaca 

Menimbang 

1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr NIP Pangkat 
............ , Jabatan , tanggal ; 

2. Surat Tanggapan Sdr. .. NIP..................... Pangkat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan . . . . . . . . . . . . tanggal................... sebagai 
Pejabat yang berwenang menghukum ; 

a. bahwa berdasarkan keputusan . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Nomor . 
tanggal .. . .. . .. . .. . Sdr. . . .. . . . . . . . .. . NIP .. 
pangkat Jabatan telah dijatuhi hukuman 
disiplin berupa ; 

b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan 
yang diajukan oleh Sdr. .. NIP pangkat 
................ Jabatan tanggal dan tanggapan 
dari .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . tanggal...................... dapat diambil 
kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr . 
...... .. sudah sesuai/tidak sesuai ") dengan perbuatan yang 
bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ; 

C. • ••.•.•••••••••.•••••••••••..•..•.....•.......•..•..••••.••••••.••.•••..•...•.•••••.••••. , 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan memperkuat/ 
memperingan/memperberat/membatalkan ) hukuman disiplin Sdr. 
···············································, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Pera tu ran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU Memperkuat/mernperingan/memperberat/membatalkan ) hukuman displin 

yang dijatuhkan kepada Sdr .. .. .. .. . .. .. . .. .. NIP . 
pangkat •. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. Jabatan .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. Unit Kerja 
.. . .. .. . .. . .. . .. .. berupa sesuai dengan Keputusan Nomor .. 
tanggal , menjadi hukuman disiplin ***). 



KETIGA 

Keputusan inf mulaf berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Keputusan inf disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagalmana mestinya. 

Dltetapkan di .. 
Pada tanggal ........as.sass.a. 
................................................................ *) 

NAMA .. 
NIP .. 

....................................................................... 
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 
Pejabat lain yang dianggap perlu, 
Kepala Badan Kepegawalan Daerah Provins! Kallmantan Barat di Pontianak; 

Tembusan Yth: 
1. 
2. 
3. 
4. 

) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapak keputusan atas keberatan. 
.. ) Coret yang tidak perlu. 
·) Diisi dalam hal memperingat atau memperberat hukuman disiplin 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



Conteh Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum 

Nomor 
Perihal 

•................... 
Kepada 

Yth. 
di 

NOMOR 
TANGGAL 

125 2I:1 291 

13 22»41. 2913 

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERUR 
KALIMANTAN BARAT 

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor 
.............. ten tang hukuman disiplin berupa yang saudara 
ajukan pada tanggal dan diterima oleh atasan pejabat yang 
berwenang menghukum pada tanggal , telah tebih 21 (dua puluh 
satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak 
menambil keputusan. 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin PNS, maka Keputusan Norn or tentang hukuman disiplin 
berupa ...•..··....• batal demi hukum. 

3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

NAMA ........................•....••.....•.•••. 
NIP . 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Kalimantan Ba rat/PPK; 
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
4. Atasan pejabat yang berwenang menghukum; 
5. Pejabat yang berwenang menghukum; 
6. Pejabat yang dianggap perlu 

) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ltd 

SUTARMID.JI 



LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARA T 

NOMOR : 123 Tahun 2019 

TANGGAL : 19 Desember 2019 

Contoh Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Bagi PNS 
Yang Mengajukan Banding Administrasi Ke BAPEK 

RAHASIA 

KEPUTUSAN •) 

NOMOR . 

DEN GAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA, 

............................................................ ·) 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

1. Surat permohonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas yang diajukan oleh 
Sdr. NIP. , pangkat Jabatan 
............. tanggal ; 

2. ··················································· .. ·········· .. ····························, 

a. Bahwa berdasarkan keputusan . . . . . . . . . . . .. . . Norn or . . . . . . . . . . . . . . . tang gal 
............... Sdr. NIP. pangkat 
................ Jabatan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa 
........................ 

b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr . 
telah mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; 

C , 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Dapat/Tidak Dapat ) 
melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Adminitrasi Ke Badan 
Pertimbangan Kepegawaian; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegaai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN 

: Kepada Sdr. . NIP dapat/tidak dapat .. ) 
melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Admintrasi Ke Badan 
Pertimbangan Kepegawaian; 

Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan; 



Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Padatanggal . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ·i 

NAMA . 
NIP. . . 

Tembusan Yth : 
1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; 
2. Sekretaris Daerah Provins! Kalimantan Barat; 
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan . 
.. ) Caret yang tidak perlu. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMID.JI 



LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN BARAT 

NOMOR : 123 Tahun 2019 

TANGGAL : 19 Desember 2019 

Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

Nomor : tgl. . 

Atasnama: NIP . 

I. PENDAHULUAN 

1. Dasar 

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Keputusan . 
Nomor: tanggal. , telah melakukan pemeriksaan 
terhadap sdr NIP . 

2. Tujuan 

a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan 
langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui 
benar a tau tidak adanya pelanggaran disiplin, 
yaitu . 

b. Untuk mengetahui latarbelakang yang bersangkutan melakukan perbuatan 
itu serta faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan sebagai 
bahan bagi pejabat dalam mengambil tindakan. 

11. HASIL PEMERIKSAAN 

1. Kasus 

a. Bahwa sdr . 
telah melakukan perbuatanya itu . 

······································································································································· .. ......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

b. Bahwa alasan yang bersangkutan melakukan perbuatan itu karena . 

········································································································································· 
······································································································································· .. ................................................................................................................. ······················ .. 

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada, sdr . 
............................ terbukti telah melakukan ..................•..............................•............ 

........•............................................................ 
·········································································································································· 



Analisa 

a . 
·········································································································································· 
·········································································································································· 

b . 

································································································································· ............................................................................................................................ 
C . 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 
d . 

Ill. KESIMPULAN 

1. Data Kepegawaian sdr NIP . 

a. Lahir di tanggal. . 
b. Bekerja di tmt. . 
c. Pangkat . 
d. Jabatan . 
e. Unit Kerja . 
f. Sudah/belum berkeluarga dan mempunyai anak 
g. Hukuman disiplin sebelumnya yang pernah dijatuhkan berupa .. 

2. Sdr terbukti melakukan perbuatan yang 
melanggar ketentuan Pasal. . 

3. Adapun pertimbangan yang memberatkan 
a. 

.................................................................................................................... 
b. .................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. Pertimbangan yang meringankan 

a. 

b. 

c. 

................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

.................................................................................•......................................... 
......................................................................................................................•...... 

.............................................................................................................................. 
......................................................................................................................... 



f 

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kami sebagai Tim Pemeriksa 
menyarankan agar sdr dijatuhi hukuman disiplin 
berdasarkan Pasal ...•................. angka Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010, yaitu .. 
..................................................................................................................................................... 
•.......................................•..................•...................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

V. PENUTUP 

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. 

........ 

Pejabat Pemeriksa, 

Nama . 
NIP . 

GUBERNUR'KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

SUTARMIDJL 


